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ABSTRAK 
 
Bentuk komitmen dunia terhadap pemberantasan korupsi yaitu telah disepakatinya 
United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003), yang salah satu 
isinya mengatur prosedur pengembalian aset negara yang disembunyikan di negara 
lain. Sebagai anggota konvensi Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut, 
namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan penyesuaian Undang-Undang 
Tipikor terhadap UNCAC 2003. Oleh karena itu penting dilakukan studi komparasi 
pengembalian aset negara menurut kedua peraturan tersebut, sebagai bahan 
pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Korupsi yang Baru. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu meneliti data sekunder 
melalui studi pustaka yang diolah dan dianalisis untuk meperoleh penjelasan atau 
jawaban terhadap obyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, UNCAC 2003 
mengatur pencegahan dan pelacakan pengalihan aset dengan pendekatan preventif 
dan mengatur pula upaya pengembalian aset dengan pendekatan yang bersifat 
represif dan restoratif, sedangkan Undang-Undang Tipikor hanya mengatur upaya 
pengembalian aset dengan menggunakan pendekatan yang bersifat represif. 
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ABSTRACT 
 
The form of world commitment to the eradicating corruption has been agreed upon 
by the United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003), which one 
of its contents regulates the procedure for returning state assets that are hidden in 
other countries. As a member of the convention, Indonesia has ratified the 
convention, but until today it has not been followed up by adjusting the Corruption 
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Law to the UNCAC 2003. Therefore it is important to do a comparative study of the 
returning state assets according to these regulations as consideration in the 
establishment of the new Corruption Law. This study uses a normative legal research 
method, which examines the secondary data through library studies that are 
processed and analyzed to obtain an explanation or answer to the object of study. 
Based on the results of the study, the 2003 UNCAC regulates the prevention and 
tracking of asset transfers with a preventive approach and regulates efforts to return 
assets with a repressive and restorative approach, while the Anti-Corruption Law only 
regulates efforts to return assets using a repressive approach. 
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PENDAHULUAN 
Korupsi merupakan permasalahan 
bangsa Indonesia yang tak kunjung habis. 
Walaupun setiap hari ada saja koruptor 
yang ditangkap, ditahan, diadili, dan 
dihukum, namun sepertinya hal tersebut 
tidak memberikan efek jera dan pelajaran 
bagi masyarakat. Bahkan dari waktu ke 
waktu tindak pidana korupsi baik secara 
kuantitas maupun kualitas tidak mengalami 
penurunan.  
Beberapa waktu lalu Transparency 
International merilis indeks tahunan 
tentang negara-negara yang terkorup 
berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 
tahun 2017 yaitu IPK memuat 180 negara 
dan dirangking berdasarkan nilai skor dari 
0 – 100. Nilai 0 menandakan negara 
tersebut termasuk kategori negara 
terkorup, sedangkan nilai 100 
dikategorikan negara terbersih. Indeks 
menunjukan dua per tiga negara memiliki 
skor di bawah 50. Indonesia memiliki skor 
37 dan menduduki peringkat 96 dunia 
sebagai negara paling bersih. Skor ini tidak 
berubah dari skor yang didapat pada tahun 
lalu. Di peringkat ini, sesungguhnya 
Indonesia sama dengan 6 (enam) negara 
lainnya yaitu, Brasil, Kolombia, Panama, 
Peru, Thailand, dan Zambia. Bahkan 
Indonesia saat ini lebih buruk dari Timor 
Leste.1 
Data Indonesia Corruption Watch 
(ICW) periode semester I (Januari-Juni) 
Tahun 2018, terdapat penindakan 139 
kasus korupsi dengan jumlah tersangka 
351 orang. Nilai kerugian negara yang 
timbul akibat perbuatan korupsi selama 1 
semester tersebut yaitu Rp. 1.09 trilyun 
dan nilai suap sebesar Rp. 42,1 milyar. 2 
Data tersebut hanya data semester I tahun 
2018, sementara data kerugian negara 
akibat korupsi pada tahun-tahun 
                                                          
1 Indah Mutiara, Indeks Persepsi Korupsi 
2017 Indonesia Peringkat Ke-96, 
www.detiknews.com. Diakses pada tanggal 3 
November 2018. 
2 Ibid. 
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sebelumnya yang belum dikembalikan jauh 
lebih banyak, bahkan jika dijumlahkan bisa 
mencapai ratusan bahkan mungkin jutaan 
trilyunan rupiah. Akibatnya, tentu 
berdampak pada ekonomi, sosial, politik, 
hukum, dan lain sebagainya.  
Fenomena di atas menunjukan 
bahwa tindak pidana korupsi merupakan 
kejahatan yang sangat membahayakan 
keselamatan bangsa dan negara, karena 
tidak hanya merupakan masalah hukum 
dan masalah ekonomi yang merugikan 
keuangan negara saja, akan tetapi korupsi 
juga dapat merusak sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara termasuk budaya 
dan sistem politik suatu negara.3  
Memperhatikan perkembangan 
tindak pidana korupsi, baik dari sisi 
kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan 
setelah mengkajinya secara mendalam, 
maka tidaklah berlebihan jika dikatakan 
bahwa korupsi bukan merupakan kejahatan 
biasa (ordinary crime) melainkan sudah 
merupakan kejahatan yang sangat luar 
biasa (extra ordinary crime).4 
                                                          
3  Susan Rose-Ackerman, Korupsi 
Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi, 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006,  Hlm. vii 
– x. 
4  Lilik Mulyadi, Asas Pembalikan Beban 
Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi 
Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia 
dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003, dalam 
Majalah Varia Peradilan No. 264 November 
2007, Hlm. 36. 
Sebagai extra ordinary crime, saat 
ini upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi sudah merupakan komitmen 
pemerintah di seluruh negara dan 
dilakukan secara global. Hal ini terbukti 
dengan diselenggarakannya dua kali 
Konferensi Dunia tentang Strategi Global 
Anti Korupsi yang telah diikuti oleh Kepala 
Pemerintahan dan pejabat setingkat 
Menteri dari kurang lebih 150 negara, yang 
diselenggarakan di Washington DC Amerika 
Serikat pada tahun 1999 dan di Den Haag 
Belanda pada tahun 2001. 5  Selanjutnya 
pada tahun 2003, diadakan kembali 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti 
Korupsi, 2003 (United Nations Convention 
Against Corruption, 2003 / UNCAC 2003), 
yang telah diratifikasi oleh Indonesia 
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Pengesahan United Nations 
Convention  Against Corruption, 2003 
(UNCAC 2003).  
Adanya konvensi tersebut 
menunjukan bahwa tindak pidana korupsi 
tidak lagi merupakan masalah lokal, akan 
tetapi merupakan fenomena transnasional 
yang mempengaruhi seluruh masyarakat 
dan perekonomian sehingga penting 
adanya kerja sama internasional untuk 
pencegahan dan pemberantasannya 
termasuk pemulihan atau pengembalian 
                                                          
5  Romli Atmasasmita, dalam Mia Amiati 
Iskandar, Perluasan Penyertaan Dalam Tindak 
Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan 
UNCAC 2003, Referensi, Jakarta, 2013,  Hlm. 7. 
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aset-aset hasil tindak pidana korupsi. 
Sebagai salah satu negara yang telah 
meratifikasi UNCAC 2003, seharusnya 
penyusunan kebijakan pemberantasan 
tindak pidana korupsi di Indonesia sudah 
menyesuaikan dengan kesepakatan 
internasional yang sudah disepakati 
tersebut, khususnya kebijakan hukum 
(politik hukum pidana korupsi). 
Kenyataannya, sampai saat ini 
Indonesia belum melakukan penyesuaian 
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Korupsi) dengan 
UNCAC 2003. Sehingga sudah barang tentu 
materi undang-undang tersebut ada yang 
tidak sesuai dengan UNCAC 2003 tersebut. 
Sebagai peraturan yang lebih 
dahulu terbit, materi Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentu memiliki 
banyak kelemahan dan/atau perbedaan 
pengaturan dengan apa yang telah 
disepakati dalam UNCAC 2003, sehingga 
perlu dilakukan penelitian lebih mendalam 
terutama menyangkut urgensi dan 
justifikasi terhadap pengembalian aset 
menurut Undang-Undang Pemberantasan 
Korupsi. 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian 
hukum normatifyaitu dengan cara meneliti 
data sekunder melalui studi pustaka 
terhadap bahan-bahan hukum primer yang 
terdiri dari peraturan perundang-undangan 
nasional maupun internasional. Studi 
pustaka juga dilakukan terhadap bahan 
hukum sekunder yang terdiri dari buku-
buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah ilmiah 
dan artikel-artikel yang kemudian diolah 
dengan cara mengelompokkan bahan-
bahan hukum tersebut sesuai dengan 
relevansinya, dan diuji secara triangulasi. 
Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis 
menggunakan teknik analisis yuridis 
normatif melalui metode interpretasi 
hukum sehingga memberikan penjelasan 
dan jawaban terhadap permasalahan dari 
objek penelitian. 
PEMBAHASAN 
1. Mekanisme Pengembalian Aset 
Negara Menurut UNCAC 2003 
Salah satu tujuan utama UNCAC 
2003 adalah memperkuat langkah-langkah 
pencegahan dan pemberantasan korupsi di 
dunia dengan lebih efisien dan efektif, 
sehingga memerlukan kerjasama 
antarnegara yang lebih erat, karena dalam 
kenyataannya hasil korupsi dari negara 
ketiga sering ditempatkan dan 
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diinvestasikan di negara lain berdasarkan 
kerahasiaan bank yang bersifat 
konvensional.6 
Adapun salah satu bagian penting 
yang diatur dalam konvensi tersebut 
adalah adanya pengaturan mengenai 
upaya pengembalian aset hasil tindak 
pidana korupsi dari pelaku tindak pidana 
korupsi yang disembunyikan di negara lain. 
Konvensi tersebut berusaha menjembatani 
kepentingan antarnegara dan menjadi 
instrumen hukum pidana melalui kerjasama 
antarnegara. 
Strategi pengembalian aset ini 
secara eksplisit diatur dalam Mukadimah 
UNCAC 2003 pada alinea kedelapan yang 
berbunyi: “Bertekad untuk mencegah, 
melacak dan menghalangi dengan cara 
yang lebih efektif terhadap transfer-
transfer internasional atas aset-aset yang 
diperoleh secara tidak sah dan untuk 
memperkuat kerjasama internasional dalam 
pengembalian aset”. 
a. Langkah-langkah pencegahan dan 
pelacakan pengalihan aset: 
Sistem pencegahan dan pelacakan 
pengalihan aset, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 51 UNCAC 2003 yaitu dimulai dari 
kewajiban setiap negara peserta untuk 
mengambil tindakan yang dianggap perlu, 
sesuai dengan hukum nasionalnya, yang 
                                                          
6 Paku Utama, Terobosan UNCAC dalam 
Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerja Sama 
Internasional, www.dunia-
korupsi.blogspot.com, diakses pada tanggal 19 
Juli 2014. 
mewajibkan lembaga keuangan dalam 
yurisdiksinya untuk memverifikasi identitas 
nasabah, mengambil langkah-langkah 
untuk menentukan identitas pemilik dana 
yang disimpan ke dalam rekening bernilai 
tinggi dan untuk melakukan pengawasan 
rekening individu yang, atau telah, 
dipercayakan pada lembaga fungsi publik 
dan anggota keluarga mereka atau 
sejawat-sejawat terdekat.7 
Dalam konteks pencegahan dan 
pelacakan pengalihan aset ini, maka 
menurut UNCAC 2003 ini kerahasiaan bank 
tidak berlaku. Ketentuan tersebut di atas 
merupakan terobosan baru yang bersifat 
preventif dalam hukum pidana korupsi. Hal 
ini sangat berbeda dengan pengaturan di 
dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang bersifat 
represif, dalam artian kerahasiaan bank 
hanya dapat dibuka guna kepentingan 
penyidikan penuntutan atau pemeriksaaan 
di sidang pengadilan sebagaimana 
ketentuan Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:  
“Untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan, atau pemeriksaan di 
sidang pengadilan, penyidik, 
penuntut umum, atau hakim 
berwenang meminta keterangan 
kepada bank tentang keadaan 
keuangan bank tersebut diajukan 
kepada Gubernur Bank Indonesia 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku”. 
 
                                                          
7 Lihat Pasal 51 ayat (1) UNCAC 2003. 
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Intinya adalah, bahwa setiap 
negara peserta konvensi wajib membentuk 
sistem pengawasan, penelitian, 
pencermatan dan pelaporan terhadap 
setiap aktifitas transaksi keuangan, 
khususnya terhadap transaksi yang 
memerlukan perhatian serius atau 
mencurigakan, serta mengambil langkah-
langkah  dan tindakan-tindakan yang 
dianggap perlu. 
b. Sistem pengembalian aset secara 
langsung: 
Di dalam proses pengembalian aset 
secara langsung ini negara peserta (negara 
tempat aset berada) memiliki kewajiban 
untuk mengizinkan negara peserta lain 
(negara korban) untuk mengajukan 
gugatan perdata terhadap hak atas 
kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.8 
Negara peserta  juga diwajibkan 
untuk memerintahkan kepada pelaku 
kejahatan untuk membayar kompensasi 
atau ganti rugi kepada negara peserta lain 
yang telah dirugikan oleh kejahatan. Selain 
itu, negara peserta wajib mengambil 
tindakan yang mungkin diperlukan untuk 
mengizinkan pengadilan atau otoritas-
otoritas yang berkompeten melakukan 
penyitaan atas klaim negara peserta lain 
sebagai pemilik sah dari kekayaan yang 
diperoleh dari kejahatan.9  
                                                          
8 Lihat Rumusan Pasal 53 UNCAC 2003. 
9 Ibid. 
Gugatan perdata atas perbuatan 
melawan hukum menurut UNCAC 2003 ini 
sifatnya lebih sederhana jika dibandingkan 
dengan gugatan perdata atas perbuatan 
melawan hukum yang diatur dalam UU No. 
31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. 
Di dalam UNCAC 2003, unsur kerugian 
negara bukan lagi merupakan syarat 
mutlak. Hal ini diatur dalam ketentuan 
Pasal 31 ayat (8) UNCAC 2003 yang 
bebunyi: 
“Negara Peserta dapat 
mempertimbangkan kemungkinan 
membutuhkan seorang pelanggar 
menunjukkan asal halal dari hasil 
dugaan tindak pidana atau properti 
lainnya dikenakan penyitaan, sejauh 
bahwa persyaratan tersebut 
konsisten dengan prinsip-prinsip 
dasar hukum nasionalnya dan 
dengan sifat proses peradilan dan 
lainnya”. 
 
Dengan demikian, unsur perbuatan 
melawan hukum dalam gugatan perdata 
menurut UNCAC 2003 ini hanya didasarkan 
pada ketidakwajaran aset yang dimiliki 
tergugat dengan penghasilan yang 
diperolehnya. Oleh karena itu, akan 
terbukti atau tidaknya gugatan tergantung 
dengan kemampuan pihak tergugat untuk 
membuktikan asal-usul harta kekayaannya 
diperoleh secara sah, jadi bukan 
tergantung pada ada atau tidaknya 
kerugian negara. Dengan kata lain, sistem 
pembuktian secara perdata yang dianut 
UNCAC 2003 adalah sistem pembuktian 
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terbalik (reversal burden of proof). Jadi 
fokus penyitaan dalam civil procedure 
menurut UNCAC 2003 ini bersifat in rem 
atau kebendaan yang tidak mempunyai 
kaitan dengan tindak pidana. 
Konsekuensi lebih lanjut, terkait 
dengan kewajiban untuk membuktikan 
asal-usul harta kekayaan ini akan menjadi 
tindak pidana yang berdiri sendiri apabila 
yang bersangkutan tidak dapat 
membuktikan bahwa harta kekayaannya 
diperoleh secara sah, maka negara patut 
menduga bahwa harta kekayaan yang 
diperoleh tersebut merupakan hasil tindak 
pidana. 
Ketentuan UNCAC 2003 tersebut 
berbeda dengan Undang-Undang Tipikor, 
di mana unsur kerugian negara menjadi 
salah satu unsur tindak pidana, sehingga 
dalam konteks perbuatan melawan hukum 
tersebut terdapat kewajiban Jaksa 
Pengacara Negara untuk membuktikan 
terlebih dahulu adanya perbuatan melawan 
hukum yang menyebabkan kerugian 
negara. Hal ini dikarenakan unsur kerugian 
negara merupakan salah satu unsur tindak 
pidana dalam Undang-Undang Tipikor. 
Mengacu pada UNCAC 2003 
tersebut, restrukturisasi di bidang hukum 
menghendaki adanya reformasi bidang 
hukum materil dan formil. Bidang hukum 
formil antara lain, hukum acara perdata 
yang harus diformat kembali, mengingat 
Indonesia masih menggunakan hukum 
acara perdata yang hanya berlaku dalam 
kasus-kasus yang bersifat individual atau 
private to private. Di samping itu pula, civil 
forfeiture menurut legal expertise dan 
pengetahuan teknis yang tinggi, dan 
dikhawatirkan Indonesia masih belum 
memiliki sumber daya yang bisa memenuhi 
tuntutan ini. Perluasan jurisdiction scope 
dari civil forfeiture  merupakan suatu hal 
yang mutlak, mengingat aset hasil korupsi 
lebih banyak disembunyikan di negara lain. 
Yang lebih penting adalah perlu 
dipertimbangkannya aspek check an 
ballances karena jalur ini rawan 
penyalahgunaan oleh aparat penegak 
hukum.10 
Melalui sistem pengembalian aset 
yang bersifat in rem ini, diharapkan dapat 
optimal dalam upaya mengembalikan aset 
negara hasil tindak pidana korupsi dari 
pelaku tindak pidana korupsi dalam hal 
tersangka atau terdakwanya melarikan diri, 
sakit permanen sehingga tidak dapat 
diadili, meninggal dunia, atau terdakwanya 
telah diputus bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum. Selain itu, pengembalian 
aset juga dapat dilakukan terhadap aset 
yang perkara pidananya telah diputus 
bersalah oleh pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, 
namun dikemudian hari ternyata masih 
terdapat aset negara yang belum 
dikembalikan. 
                                                          
10 Ibid. 
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Jalur civil procedure merupakan 
alternatif lain dari jalur criminal procedure. 
Mengingat bahwa keterbatasan hukum 
pidana dalam menanggulangi kejahatan, 
antara lain karena penanggulangan atau 
penyembuhan lewat hukum pidana selama 
ini hanya merupakan 
penyembuhan/pengobatan simptomatis, 
bukan pengobatan kausatif, dan 
pemidanaannya hanya bersifat 
individual/personal, tidak bersifat 
fungsional/struktural.11 
c. Sistem pengembalian aset secara 
tidak langsung: 
Sistem pengembalian aset secara 
tidak langsung merujuk pada kerjasama 
timbal balik antarnegara peserta yang 
diawali dengan adanya permohonan dari 
negara peserta  sehubungan dengan 
adanya aset negara peserta korban yang 
berada pada negara peserta penerima 
permohonan. Selanjutnya negara peserta 
penerima permohonan mengambil 
tindakan-tindakan yang diperlukan untuk 
mengizinkan otoritas-otoritas yang 
berkompeten untuk melakukan suatu 
pembekuan atau penyitaan berdasarkan 
suatu putusan pengadilan  dari negara 
peserta lainnya (negara korban).12 
                                                          
11  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek 
Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 
Hukum Pidana, Citra Adtya Bakti, Bandung, 
2005, Hlm. 76. 
12 Lihat Pasal 54 dan 55 UNCAC 2003. 
Menurut Lilik Mulyadi, khusus 
terhadap jalur hukum pidana yaitu aset 
recovery secara tidak langsung, maka 
proses pengembalian aset lazimnya melalui 
4 (empat) tahap yaitu:13 
1) Pelacakan aset dengan tujuan 
untuk mengidentifikasi aset, 
bukti kepemilikan, lokasi 
penyimpanan aset dalam 
kapasitas hubungan dengan delik 
yang dilakukan; 
2) Pembekuan atau perampasan 
aset dimana menurut BAB I Pasal 
2 huruf f UNCAC 2003, aspek ini 
ditentukan meliputi larangan 
sementara menanggung beban 
dan tanggung jawab mengurus 
dan memelihara serta 
mengawasi kekayaan 
berdasarkan penetapan 
pengadilan atau penetapan 
otoritas yang lain yang 
berkompeten; 
3)  Penyitaan aset dimana menurut 
BAB I Pasal 2 huruf g UNCAC 
2003, diartikan sebagai 
pencabutan kekayaan untuk 
selamanya berdasarkan 
penetapan pengadilan atau 
otoritas lain yang berkompeten; 
4) Pengembalian dan penyerahan 
aset kepada negara korban. 
 
Jelaslah bahwa sistem pencegahan 
dan pelacakan pengalihan aset dilakukan 
sesuai dengan hukum nasional yang 
berlaku pada masing-masing negara 
peserta sesuai dengan situasi dan kasus 
yang ada tanpa mengurangi prinsip-prinsip 
                                                          
13  Lilik Mulyadi, Pengembalian Aset 
(Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi 
Menurut Undang-Undang Korupsi Indonesia 
Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003. 
www.pn.kepanjen.go.id, diakses pada tanggal 9 
Maret 2014. 
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kedaulatan, persamaan hak dan integritas 
teritorial serta non intervensi dalam 
urusan-urusan negara lain. Jika masih 
dalam tahap pencegahan dan pelacakan 
aset negara, maka hukum yang berlaku 
adalah hukum nasional dimana aset 
berada, sedangkan apabila sudah 
memasuki tahap pengembalian aset secara 
langsung, yaitu melalui gugatan perdata 
yang diajukan melalui pengadilan negara 
peserta tempat aset berada, maka hukum 
yang berlaku adalah hukum nasional 
dimana aset berada. Sedangkan proses 
pengembalian aset secara tidak langsung 
yaitu dilakukan melalui kerjasama timbal 
balik antar negara peserta konvensi, yaitu 
diawali dengan permintaan dari negara 
korban kepada negara tempat aset berada 
berdasarkan penetapan pengadilan atau 
otoritas yang berkompeten pada negara 
korban dengan memberikan dasar yang 
masuk akal. 
Dengan demikian, UNCAC 2003 
hanya mengatur dan mengarahkan 
kerjasama antara negara korban dengan 
negara tempat aset berada. Dalam konteks 
ini hubungan yang terjadi antara hukum 
internasional dan hukum nasional yaitu 
merujuk pada teori harmonisasi hukum, 
dimana  eksistensi hukum internasional 
berperan sebagai instrumen penjembatani 
antarhukum nasional, sehingga hubungan 
antara hukum internasional dan hukum 
nasional berada dalam suatu hubungan 
yang harmonis. 
2. Mekanisme Pengembalian Aset 
Negara Menurut Undang-Undang 
Tipikor  
Di dalam Undang-Undang Tipikor 
(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi), mengatur mekanisme 
pengembalian aset hasil tindak pidana 
korupsi. Adapun prosedur pengembalian 
aset tersebut dapat ditempuh melalui dua 
jalur yaitu, jalur keperdataan (civil 
procedure) dan jalur kepidanaan (criminal 
procedure). 
a. Pengembalian Aset Melalui Jalur 
Perdata. 
Jalur keperdataan (civil procedure) 
diatur dengan mekanisme sebagaimana 
diatur dalam Pasal 32 UU No. 31 Tahun 
1999 yang berbunyi: 
(1) Dalam hal penyidik 
menemukan dan berpendapat 
bahwa satu atau lebih tindak 
pidana korupsi tidak terdapat 
cukup bukti, sedangkan 
secara nyata telah ada 
kerugian keuangan negara, 
maka penyidik segera 
menyerahkan berkas perkara 
hasil penyidikan tersebut 
kepada Jaksa Pengacara 
Negara untuk dilakukan 
gugatan perdata atau 
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diserahkan kepada instansi 
yang dirugikan untuk 
mengajukan gugatan. 
(2) Putusan bebas dalam perkara 
tindak pidana korupsi tidak 
menghapuskan hak untuk 
menuntut kerugian terhadap 
keuangan negara. 
 
Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat 
(1) tersebut di atas, yang dimaksud 
dengan “secara nyata telah ada kerugian 
keuangan negara” adalah kerugian negara 
yang sudah dapat dihitung jumlahnya 
berdasarkan hasil temuan instansi yang 
berwenang seperti Badan Pengawas 
Keuangan (BPK), Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
Inspektorat atau akuntan publik yang 
ditunjuk. Jadi “nyata” disejajarkan atau 
diberi bobot hukum sama dengan 
pengertian hukum “terbukti”. Namun 
dalam sistem hukum di Indonesia, hanya 
Hakim dalam suatu sidang pengadilan yang 
mempunyai hak untuk menyatakan sesuatu 
terbukti atau tidak terbukti. Perhitungan 
instansi yang berwenang atau akuntan 
publik tersebut dalam sidang pengadilan 
tidak mengikat Hakim. Hakim tidak akan 
serta merta menerima perhitungan 
tersebut sebagai perhitungan yang benar, 
sah, dan mengikat. Demikian halnya 
dengan tergugat (tersangka, terdakwa, 
atau terpidana) juga dapat menolaknya 
sebagai perhitungan yang benar atau sah 
dan dapat diterima.14 
Sedangkan terkait dengan 
ketentuan ayat (2) mengenai putusan 
bebas tidak menghapus hak untuk 
menuntut kerugian negara, ketentuan 
demikian tentu saja merupakan 
penyimpangan dengan ketentuan yang 
diatur dalam KUHAP, dimana kalau 
terdakwa diputus bebas, maka secara 
otomatis akan menghapuskan hak untuk 
menuntut kerugian yang diakibatkan oleh 
tindakan terdakwa.15 
Selanjutnya terhadap tersangka 
yang meninggal dunia diatur dalam Pasal 
33 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:  
“Dalam hal tersangka meninggal 
dunia pada saat dilakukan 
penyidikan, sedangkan secara nyata 
telah ada kerugian keuangan 
negara, maka penyidik segera 
menyerahkan berkas perkara hasil 
penyidikan tersebut kepada Jaksa 
Pengacara Negara atau diserahkan 
kepada instansi yang dirugikan 
untuk dilakukan gugatan perdata 
terhadap ahli warisnya”. 
 
Dalam hal terdakwa yang 
meninggal dunia selanjutnya diatur dalam 
Pasal 34 Undang-undang Tipikor yang 
berbunyi:  
                                                          
14  Nashriana, Asset Recovery dalam 
Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian 
Kerugian Negara, dalam www.unsri.ac.id, 
diakses pada tanggal 16 Agustus 2014. 
15  Mahrus Ali, Asas, Teori, & Praktek 
Hukum Pidana Korupsi, UII Press,  Yogyakarta, 
2013, Hlm. 93 
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“Dalam hal terdakwa meninggal 
dunia pada saat dilakukan 
pemeriksaan di sidang pengadilan, 
sedangkan secara nyata telah ada 
kerugian keuangan negara, maka 
penuntut umum segera 
menyerahkan salinan berkas berita 
acara sidang tersebut kepada Jaksa 
Pengacara Negara atau diserahkan 
kepada instansi yang dirugikan 
untuk dilakukan gugatan perdata 
terhadap ahli warisnya”. 
 
Ketentuan mengenai pengembalian 
aset hasil tindak pidana korupsi melalui 
jalur perdata juga diatur dalam Pasal 38C 
UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi:  
“Apabila setelah putusan 
pengadilan telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, diketahui 
masih terdapat harta benda milik 
terpidana yang diduga atau patut 
diduga juga berasal dari tindak 
pidana korupsi yang belum 
dikenakan perampasan untuk 
negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 B ayat (2), maka 
negara dapat melakukan gugatan 
perdata terhadap terpidana 
dan/atau ahli warisnya”. 
 
Konstruksi ketentuan pasal-pasal 
tersebut di atas banyak menimbulkan 
problematika. Apabila mengikuti alur 
polarisasi pemikiran pembentuk undang-
undang maka berkas hasil penyidikan yang 
diserahkan kepada Jaksa Pengacara 
Negara untuk digugat perdata adalah 
selain bagian inti delik telah adanya 
kerugian keuangan negara yang telah 
terbukti maka walaupun bagian inti delik 
lainnya  ataupun putusan bebas walaupun 
tidak terbukti tetap dapat dilakukan 
gugatan perdata. Selintas ketentuan pasal 
tersebut mudah dilakukan akan tetapi pada 
praktiknya banyak mengandung 
kompleksitas. Tegasnya, yang paling 
elementer apabila dilakukan gugatan 
perdata tentu berdasarkan adanya 
perbuatan melawan hukum dari tergugat, 
akan tetapi kompleksitasnya dapatkah 
negara melalui Jaksa Pengacara Negara 
membuktikan tentang adanya kerugian 
negara tersebut berdasarkan alat-alat bukti 
sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR, 284 
RBg dan Pasal 1866 Kitab UU Hukum 
Perdata.16 
Berbeda dengan proses pidana 
yang menggunakan sistem pembuktian 
materil, maka proses perdata menganut 
sistem pembuktian formil yang dalam 
praktiknya bisa lebih sulit dari pada 
pembuktian materil. Dalam tindak pidana 
korupsi, khususnya di samping penuntut 
umum, terdakwa juga mempunyai beban 
pembuktian, yaitu terdakwa wajib 
membuktikan bahwa harta benda miliknya 
diperoleh bukan karena korupsi. Beban 
pembuktian pada terdakwa ini dikenal 
dengan asas pembalikan beban 
pembuktian (reversal burden of proof). 
Asas ini mengandung bahwa kepada 
tersangka atau terdakwa sudah dianggap 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi 
                                                          
16  Lilik Mulyadi, Pengembalian Aset…., 
Loc.Cit. 
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(persumptio of guilt), 17  kecuali jika ia 
mampu membuktikan bahwa dirinya tidak 
melakukan tindak pidana korupsi dan tidak 
menimbulkan kerugian keuangan negara. 
Dengan demikian, penggugat berkewajiban 
membuktikan antara lain:18 
a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian 
keuangan negara; 
b. Kerugian keuangan negara tersebut 
sebagai akibat atau berkaitan dengan 
tindak pidana; 
c. Adanya harta benda milik tergugat 
(tersangka, terdakwa, atau terpidana) 
yang dapat digunakan untuk 
pengembalian kerugian keuangan 
negara. 
Walaupun sekilas gugatan perdata 
yang ada di Undang-Undang Tipikor agak 
mirip dengan prosedur gugatan perdata 
dalam UNCAC 2003. Namun terdapat 
perbedaan di antara keduanya. Upaya 
perdata dalam Undang-Undang Tipikor 
masih menggunakan rezim perdata biasa 
dimana proses persidangannya masih 
tunduk pada hukum perdata formil atau 
materil biasa. Sehingga dalam gugatan 
perdata dalam Undang-Undang Tipikor 
mengharuskan Jaksa Pengacara Negara 
membuktikan adanya “kerugian negara”.19  
                                                          
17  Romli Atmasasmita, Perbandingan 
Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1998, Hlm. 
23 
18 Nashriana, Asset Recovery..., Loc.Cit. 
19 Bismar Nasution, 2009, Anti Pencucian 
Uang: Teori dan Praktek, Books Terrece & 
Library, Bandung, Hlm. 162. 
Menurut Kegoro George dalam 
Purwaning M. Yanuar, mekanisme 
pengembalian aset hasil tindak pidana 
korupsi melalui jalur perdata mengandung 
beberapa masalah antara lain:20 
1. Rumit dan mahal karena 
menyangkut begitu banyak 
yurisdiksi dan hukum serta harus 
melibatkan pengacara, akuntan, 
forensik, dan litigasi di luar 
negara korban; 
2. Negara korban tidak dapat 
mengontrol gugatan perdata 
tersebut, karena hal tersebut 
sepenuhnya diserahkan kepada 
pengacara negara-negara tempat 
gugatan diajukan; 
3. Negara korban selaku penggugat 
tidak memiliki jaminan berhasil 
memenangkan gugatan. Jika hal 
tersebut terjadi, berarti negara 
korban telah mengeluarkan 
banyak uang halal, tetapi tidak 
mendapat uang yang diperoleh 
secara tidak sah tersebut; 
4. Dalam proses perdata, negara 
korban tidak dapat membekukan 
aset-aset sebelum gugatan 
diajukan ke pengadilan. Jadi, 
kemungkinan besar terjadi aset-
aset tersebut, telah dipindahkan 
ke negara lain pada saat gugatan 
dikabulkan pengadilan; 
5. Negara korban tidak memiliki 
kekuatan yang memaksa, 
sebagaimana dimiliki oleh 
pengadilan pidana untuk 
membuka semua catatan-catatan 
mengenai aset-aset tersebut, 
misalnya oleh institusi keuangan. 
 
                                                          
20  Purwaning M. Yanuar, Pengembalian 
Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB 
Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum 
Indonesia, Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 248-
249. 
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b. Pengembalian Aset Melalui Jalur 
Pidana. 
Pengembalian aset negara melalui 
jalur kepidanaan (criminal procedure) 
diatur dengan mekanisme antara lain diatur 
dalam Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) 
Undang-Undang Tipikor yang berbunyi: 
(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia 
sebelum putusan dijatuhkan dan 
terdapat bukti yang cukup kuat bahwa 
yang bersangkutan telah melakukan 
tindak pidana korupsi, maka hakim 
atas tuntutan penuntut umum 
menetapkan perampasan barang-
barang yang telah disita. 
(6) Penetapan perampasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat 
dimohonkan upaya banding. 
Selanjutnya ketentuan Pasal 38B 
ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang 
mengatur bahwa:  
“Dalam hal terdakwa tidak dapat 
membuktikan bahwa harta benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diperoleh bukan karena tindak 
pidana korupsi, harta benda 
tersebut dianggap diperoleh juga 
dari tindak pidana korupsi dan 
hakim berwenang memutuskan 
seluruh atau sebagian harta benda 
tersebut dirampas untuk negara”. 
 
Apabila diperinci pengembalian aset 
dari jalur kepidanaan ini dilakukan melalui 
proses persidangan dimana hakim di 
samping menjatuhkan pidana pokok juga 
dapat menjatuhkan pidana tambahan 
dalam kapasitasnya yang berkorelasi 
dengan pengembalian aset melalui 
prosedur pidana ini dapat berupa:21 
(1) Perampasan barang bergerak yang 
berwujud atau tidak berwujud atau 
barang yang tidak bergerak yang 
digunakan untuk atau yang diperoleh 
dari tindak pidana korupsi, termasuk 
perusahaan milik terpidana dimana 
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 
pula harga dari barang yang 
menggantikan barang-barang tersebut.  
(2)  Pembayaran uang pengganti yang 
jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 
dengan harta benda yang diperoleh 
dari tindak pidana korupsi. Jika 
terpidana tidak membayar uang 
pengganti sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b paling lama 
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah 
putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, maka harta 
bendanya dapat disita oleh jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang 
pengganti tersebut. Dalam hal 
terpidana tidak mempunyai harta yang 
mencukupi untuk membayar uang 
pengganti sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana 
dengan pidana penjara yang lamanya 
tidak melebihi ancaman maksimum 
                                                          
21  Lilik Mulyadi, Pengembalian Aset…., 
Loc.Cit. 
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dari pidana pokoknya sesuai dengan 
ketentuan dalam UU ini lamanya 
pidana tersebut sudah ditentukan 
dalam putusan pengadilan. 
(3) Pidana denda dimana aspek ini dalam 
UU Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi mempergunakan perumusan 
sanksi pidana (strafsoort) bersifat 
kumulatif (pidana penjara dan atau 
pidana denda), kumulatif-alternatif 
(pidana penjara dan atau pidana 
denda) dan perumusan lamanya sanksi 
pidana (strafmaat) bersifat 
determinate sentence dan indifinite 
sentence.  
(4) Penetapan perampasan barang-barang 
yang telah disita dalam hal terdakwa 
meninggal dunia (peradilan in 
absentia) sebelum putusan dijatuhkan 
dan terdapat bukti yang cukup kuat 
bahwa pelaku telah melakukan tindak 
pidana korupsi. Penetapan hakim atas 
perampasan ini tidak dapat 
dimohonkan upaya hukum banding 
dan setiap orang yang berkepentingan 
dapat mengajukan keberatan kepada 
pengadilan yang telah menjatuhkan 
penetapan tersebut dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal pengumuman. 
(5) Putusan perampasan harta benda 
untuk negara dalam hal terdakwa tidak 
dapat membuktikan bahwa harta 
benda tersebut diperoleh bukan karena 
tindak pidana korupsi yang dituntut 
oleh Penuntut Umum pada saat 
membacakan tuntutan dalam perkara 
pokok. 
Pengaturan pengembalian aset hasil 
tindak pidana korupsi dalam Undang-
Undang Tipikor tersebut di atas, 
menggunakan titik berat pendekatan yang 
berkarakter represif. Selain itu, mekanisme 
pengembalian aset negara hasil tindak 
pidana korupsi yang diatur dalam kedua 
undang-undang tersebut masih bersifat 
sederhana dan konvensional, karena hanya 
menjangkau mekanisme pengembalian 
aset negara yang berada di dalam negeri 
saja, sedangkan aset negara yang akan 
diambil karena disembunyikan di luar 
negeri oleh pelaku tindak pidana korupsi 
belum dapat dilakukan secara optimal. Hal 
ini tidak terlepas dari substansi Undang-
Undang Tipikor yang belum mengatur 
upaya pengembalian aset negara hasil 
tindak pidana korupsi yang berada di 
negara lain. 
SIMPULAN 
Secara komparatif, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa UNCAC 2003 lebih maju 
dari Undang-Undang Tipikor, karena 
UNCAC 2003 mengatur pencegahan dan 
pelacakan pengalihan aset dengan 
pendekatan preventif dan mengatur pula 
upaya pengembalian aset dengan 
pendekatan yang bersifat represif dan 
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restoratif, sedangkan Undang-Undang 
Tipikor hanya mengatur upaya 
pengembalian aset dengan menggunakan 
pendekatan yang bersifat represif. 
SARAN 
Sebaiknya transformasi dan 
harmonisasi hukum antara UNCAC 2003 
dengan Undang-Undang Tipikor segera 
dilakukan, mengingat akan kebutuhan 
perangkat hukum yang memadai dalam 
memerangi tindak pidana korupsi, serta 
kebutuhan penyelarasan paradigma dan 
instrumen internasional secara optimal 
dalam peraturan perundang-undangan 
guna mengefektifkan upaya pengembalian 
aset negara dari pelaku tindak pidana 
korupsi, baik untuk kepentingan nasional, 
maupun untuk kepentingan negara peserta 
konvensi lainnya. 
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